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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 03.1/HK.03.1-Kpt/3216/KPU-

Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja 

yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan 

dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib 

membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di  

lingkungannya, dan untuk melaksanakan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan untuk 

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU, KPU 

Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membangun dan 

mengembangkan system Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi 

Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; 

 

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 

Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 61 

Tahun 2010, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Permen KUMHAM Nomor 08 Tahun 

2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU RI 

Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU RI Nomor 673/TIK.01-

Kpt/03/KPU/III/2019, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 

02/HK.03.2- BA/3211/KPU.Kab/I/2021 

 

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pembentukan Tim Pembina 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bekasi, dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

I  yang merupakan bagian @dak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 

2021. 

 - Lamipran 2 Halaman 

   

   



 

 

 

 

 

 


